L& BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2018

' ' TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR
" 12 TAHUN'2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

' 1 I \
Menimbang * : a. bahwa kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Keépala Dinds Penanaman Modal dan
Peldyanan Terpadu Satu [Pintu ditarik dan dilimpahkan

kepada Sekretaris Daerah'

‘sebagaimana

b. bahwa berdasarkan . pertlmban.gan

dimaksud dalam huruf a perlu :menetapkan Peraturan
Peraturan Bupati

; Bupati tentang Perubahan atas
Bolaang Mongondow Nomer 12° Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dlﬂas:
Pelayanan Tegrpadu Sétb Pmtu Kabupaten Bolaang

Mongondow; N

Mengingat - : 1. Undang-Undang Nomor

Penanaman Modal dan

29 Tahun

Pemb'enﬁukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 . Nomor 74,
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822); _
2. UndangMndang Nomor

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

, Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan' Lembaran Negara '
' Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor

12  Tahun

Pembentukan Peraturan
(Lembaran 'Negara Republik
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara' Republik

Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor

Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2011

23 Tphun 2014

" : ~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'
* Indonesia Tahun 2014-Nomor 244, Tambahan Lembaran

oy



1

Menetapkan

v y |
| ;
Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kali' Iterakhlr dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 :l‘ahun 2014 tentang!
Pemerintahan Daerah ‘(Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 _tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
' Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); '

' 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintali Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Huktim Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Pemerintah' Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 206 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887}, '

+9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi dan
habupaten/l(ota (Berita Negara Republfk Indonema
Tahun 2016 Nomor 1906); ) J

10. Peraturan Daerah Kabupaten' Bolaang ,Mongondow
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembehtukan dan
Susunan Perangkat Daerah

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunah ‘Organisasi, ’I‘ugas
dan Fungsi serta Tata Kerja D1rhas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu' Satu Pintu kabupaten Bolaang

Morgondow; ' S

* MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ; PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI'BOLAANQ MONGONDOW NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG RELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN ,DAK" NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAU DAN' PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Pasal T |

Beberapa ketentuan dalam Perattfiran Bupati Bolaang
Mongondow' Nomor 12' Tahun 2017, tentang Pelimpahan

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada

Dinas Pena_lilaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




NOMOR..

| : I
|

Kabupaten Bolaang Mongondow {Berita Daerah Kabupaten
' . Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 'ayat (2) diubah sehingga berbunyi
: sebagai berikut : |
(2). Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan atas nama Bupati

kepada Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dlubah sehingga berbunyi

sebagai berikut: | !

(1) Sekretdris . Daerah bertanggungawab ' atas
penandatanganan perlzman danh non perizinan
kepada Bupati.

'i X Pasal I
|l v

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pafda tanggal
diundangkan. _ ' |

Agar setiap orang mengetahuinya, memer'intahkan
pgngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

" dalam Berita Daerah Kabypaten Bolaang Momgondow

. - :Ditetapkan di Lolak E
pada tangghl & ‘“2 — .2018

& “Q 1

’ “».0’

: UPA’U BOLAANG MONGONDOW /

Diundangkan di Lolak ' ! " i o
pada tanggal 2018 . ' :
SEKREFARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, .

] ,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018




